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26.

| 27.

28.

Melalui Internet.

Waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada per-

angkat peserta lelang dapat berbeda dengan

waktu server pada Penyelenggara Lelang Melalui

Internet sebagai akibat dari ketidakandalan jarin-

gan komunikasi data yang digunakan oleh Peser-

ta Lelang.

Data penawaran yang mengikat dan sah adalah

penawaran yang masuk dan tercatat sesuai den-

gan waktu server pada Penyelenggara Lelang Me-
lalui Internet, bukan waktu yang ditampilkan oleh
aplikasi pada perangkat peserta lelang.

Pejabat Lelang, Unit Pengelola TIK, dan Penye-

lenggara Lelang Melalui internet dibebaskan dari

tanggung jawab atas kerugian yang timbul:

a. karena kesalahan dan/atau kelalaian yang di-
lakukan oleh Peserta Lelang atau pihak lain
dalam-proses penawaran lelang;

b. karena kegagalan peserta dalam.memproses
penawaran lelang yang diakibatkan oleh gang-
guan teknis pada jaringan komunikasi data
yang digunakan oleh Peserta Lelang; dan

:¢. akibat tindakan pihak lain yang mengatasna-

makan Penyelenggara Lelang Melalui Internet
dan merugikan Peserta Lelang.

29.

30.

31.

32.

33.

Peserta Lelang setuju bahwa usaha untuk mema-
nipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan
jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.
Semua informasi resmi yang terkait dengan tran-
saksi keuangan hanya dapat diperoleh dengan
mengakses aplikasi Lelang Melalui Internet.
Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli ba-
rang tidak bergerak harus menandatangani Minu-
ta Risalah Lelang paling lambat & (lima) hari kerja
setelah pelaksanaan lelang.

Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau
diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para
Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudu-
kan umum yang tetap dan tidak dapat diubah
pada KPKNL yang menyelenggarakan lelang.
Khusus untuk pembelian dalam lelang ini, maka
Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata
dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

(BN)

PEDOMAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM RANGKA AUDIT
- DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA

(Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016)

a.
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hu-
kum bagi pelaku. di bidang Perdagangan Berjang-
ka dan efektifitas dalam rangka melakukan pem-
binaan dan pengawasan kegiatan pelaku pasar di
bidang Perdagangan Berjangka, maka dipandang
perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Pedo-
man Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di

Bidang Perdagangan Berjangka;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Per-
aturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Ber-
jangka Komoditi tentang Pedoman Pemeriksaan
Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang Perdagan-
gan Berjangka;

Mengingat :

e

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93,
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Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komod-
iti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6548);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ten-
tang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon | Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Per-
aturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Ketujuh' Atas Peraturan Presiden No-
mor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas,
Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kemente-
rian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 273);

4, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perdagangan (Lembaran Nega-
ra Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomer 90);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/
MDAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDA-
GANGAN BERJANGKA KCMODITI TENTANG PEDO-
MAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM RANGKA AU-
DiT D1 BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA.

Pasal 1
Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

Audit diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Bap-
pebti ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah-
kan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Bap-
pebti ini, maka semua pelaksanaan pemeriksaan tek-
nis dalam rangka audit yang dilakukan secara bers-
ama-sama atau sendiri-sendiri oleh Bappebti, Bursa
Berjangka, dan/atau Lembaga Kliring Berjangka di-
laksanakan dengan mempergunakan pedoman pemer-
iksaan teknis dalam rangka audit sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan
penempatannya dallam Berita Negara Republik Indo-
nesia. s

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
X ttd. ‘
SUTRIONO EDI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggai 12 Mel 2016-
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESHA,
ttd,
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 736

Catatan Redaksi:
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN }
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